GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN DAN PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dengan semakin berkembangnya jenis layanan serta
adanya penyesuaian terhadap harga obat-obatan dan alat
kesehatan serta fluktuasi harga lainnya, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif
Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang




10.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8§)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
635);

11. Peraturan




Menetapkan:

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014
tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor
4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016
tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018
tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah
Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 39 TAHUN
2018 TENTANG TARIF LAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian
Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

(1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan yang dikenakan
tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf b adalah pelayanan pada:

a. Rumah Sakit




(2)

Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;

Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan;
Rumah Sakit Kusta Kediri;

Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto;
Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;

Rumah Sakit Paru Surabaya,;

Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
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Rumah Sakit Paru Jember;

[y

Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

j- UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati,

k. UPT Akademi Gizi Surabaya; dan

1. UPT Akademi Keperawatan Madiun.

Tarif layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah tarif
untuk pemakaian kekayaan daerah oleh pihak ketiga
pada:

Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto;
Rumah Sakit Paru Surabaya,;

Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;
UPT Akademi Gizi Surabaya; dan

UPT Akademi Keperawatan Madiun.
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Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai pengganti
biaya pemeliharan dan/atau untuk tujuan memperoleh
keuntungan yang layak.

Jenis kekayaan daerah dan besaran tarif pemakaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur.

. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR
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KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Desember 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 81 SERI E.



